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Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Penelitian ini membahas faktor-faktor yang
Literasi Keuangan, Financial ~ mempengaruhi peningkatan inklusi keuangan
Technology (Fintech) pada masyarakat di Kabupaten Sumedang. Hasil
survei menunjukkan bahwa inklusi keuangan di
Kabupaten Sumedang masih rendah, dengan
tingkat akses keuangan yang lebih tinggi di
daerah perkotaan daripada daerah pedesaan.
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Internasional. memainkan peran penting dalam meningkatkan
() @ inklusi keuangan. Literasi keuangan dan adopsi

teknologi keuangan (fintech) memiliki peran
krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan di
Kabupaten Sumedang,. Penelitian ini
menyarankan bahwa meningkatkan aksesibilitas,
kesadaran dan pendidikan, keterjangkauan, serta
teknologi dan inovasi dapat membantu
meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten
Sumedang
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PENDAHULUAN

Inklusi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara
keseluruhan. Konsep inklusi keuangan menekankan pentingnya setiap individu,
tanpa memandang latar belakang atau status sosial-ekonomi mereka, untuk
memiliki akses yang adil dan layak terhadap beragam layanan dan produk
keuangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan dengan
baik, menabung untuk masa depan, meminjam dengan tanggung jawab, dan
membuat keputusan keuangan yang cerdas.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menyoroti
perkembangan yang signifikan dalam pemahaman dan akses terhadap layanan
keuangan di Indonesia. Data yang diungkapkan menunjukkan bahwa indeks
literasi keuangan mencapai 38,03%, sedangkan indeks inklusi keuangan
mencapai 76,19%. Perbandingan dengan hasil survei sebelumnya pada tahun
2016 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, dengan indeks literasi
keuangan naik dari 29,7% menjadi 38,03%, dan indeks inklusi keuangan
meningkat dari 67,8 % menjadi 76,19%.

Artinya, dalam rentang waktu tiga tahun, terjadi peningkatan yang
signifikan dalam pemahaman (literasi) masyarakat terkait keuangan sebesar
833%, serta peningkatan dalam akses terhadap produk dan layanan jasa
keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39 %. Perubahan ini mencerminkan upaya
yang berhasil dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas
terhadap layanan keuangan di seluruh Indonesia.

Meskipun telah mencapai angka yang cukup signifikan, inklusi keuangan
belum merata secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Data
menunjukkan bahwa akses keuangan di daerah perkotaan mencapai 83,6 %, lebih
tinggi daripada di daerah pedesaan yang hanya mencapai 68,5% pada tahun
2024. Sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, sasaran tahun 2024
menargetkan angka inklusi keuangan mencapai 90%.

Namun, untuk mencapai inklusi keuangan yang efektif, perlu
memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi kemajuannya,
terutama di wilayah tertentu seperti Kabupaten Sumedang. Beberapa faktor
tersebut antara lain:

1. Aksesibilitas:

Ketersediaan dan aksesibilitas lembaga serta layanan keuangan di
Kabupaten Sumedang sangat penting untuk mendorong inklusi keuangan. Ini
termasuk keberadaan bank, lembaga keuangan mikro, dan penyedia layanan
keuangan lainnya di daerah tersebut.

2. Kesadaran dan Pendidikan:

Meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten
Sumedang merupakan langkah penting dalam mendorong inklusi keuangan.
Program dan inisiatif edukasi dapat menyediakan informasi dan sumber daya
tentang pengelolaan keuangan, penganggaran, tabungan, investasi, dan topik
terkait lainnya.
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3. Keterjangkauan:

Keterjangkauan layanan dan produk keuangan juga merupakan faktor
kunci yang dapat memengaruhi inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang.
Layanan dan produk keuangan haruslah terjangkau, dengan biaya yang
transparan dan terjangkau bagi pasar target. Selain itu, opsi perbankan berbiaya
rendah atau bahkan tanpa biaya, seperti rekening tabungan dasar atau layanan
mobile banking, dapat meningkatkan keterjangkauan dan meningkatkan inklusi
keuangan di daerah tersebut.

Teknologi dan inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan
inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang, seperti yang disorot oleh Widarwati
et al. (2022). Adopsi dan penggunaan teknologi finansial (tekfin) memberikan
solusi inovatif serta saluran alternatif untuk layanan keuangan, terutama di
wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur perbankan
tradisional. Faktanya, teknologi finansial dapat menjadi katalisator bagi inklusi
keuangan dengan menyediakan akses lebih mudah dan hemat biaya kepada
layanan keuangan.

Namun, penting untuk diingat bahwa lingkungan regulasi dan kebijakan
pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan
di Kabupaten Sumedang. Peraturan yang mendukung kompetisi, melindungi
konsumen, dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan dapat merangsang
pengembangan layanan keuangan yang inklusif. Oleh karena itu, aspek regulasi
dan kebijakan juga harus dipertimbangkan secara serius dalam upaya
meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang, sesuai dengan
temuan yang diungkapkan oleh Ditta & Saputra (2020).

Dalam mempromosikan inklusi keuangan secara efektif di Kabupaten
Sumedang, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti aksesibilitas,
kesadaran dan edukasi, keterjangkauan, serta teknologi dan inovasi. Data yang
diperoleh dari Survei Inklusi Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga
menunjukkan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dari tahun 2013
hingga 2019. Dengan memahami dan mengintegrasikan semua faktor ini,
diharapkan Kabupaten Sumedang dapat memperkuat inklusi keuangan dan
meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakatnya secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-
faktor yang memengaruhi peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat di
Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada literasi keuangan dan adopsi
teknologi keuangan (financial technology atau fintech). Secara khusus.

TINJAUAN PUSTAKA
Literasi Keuangan

Literasi keuangan menjadi aspek kunci dalam upaya meningkatkan
inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian oleh Sari & Kautsar (2020) menyoroti
bahwa literasi keuangan di Indonesia masih rendah, dengan mayoritas
masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep keuangan. Hal
ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam mencapai inklusi keuangan
yang merata di seluruh negeri, termasuk di Kabupaten Sumedang.
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Dalam konteks Kabupaten Sumedang, pemahaman awal tentang tingkat
literasi keuangan menjadi penting untuk mengevaluasi upaya-upaya yang
diperlukan dalam meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat. Dengan
pemahaman yang lebih baik tentang tingkat literasi keuangan di tingkat lokal,
langkah-langkah yang lebih tepat dan terukur dapat dirancang untuk
memberikan edukasi keuangan yang relevan dan efektif kepada masyarakat
Kabupaten Sumedang.

Faktor-Faktor Pendukung Inklusi Keuangan

Faktor-faktor pendukung inklusi keuangan, seperti lingkungan regulasi
dan kebijakan pemerintah, memiliki peran yang sangat penting dalam
mendorong akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ditta & Saputra (2020), ditemukan bahwa
berbagai faktor seperti kompetisi di pasar keuangan, perlindungan konsumen,
dan inovasi dalam sektor keuangan memiliki dampak yang signifikan dalam
meningkatkan inklusi keuangan.

1. Adanya kompetisi yang sehat di pasar keuangan mendorong lembaga
keuangan untuk menawarkan layanan yang lebih inovatif, terjangkau, dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persaingan ini akan memicu
peningkatan kualitas layanan dan penurunan biaya, sehingga membuat
layanan keuangan lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat,
termasuk di Kabupaten Sumedang.

2. Perlindungan konsumen adalah faktor krusial dalam memastikan bahwa
masyarakat memiliki kepercayaan dan rasa aman dalam menggunakan
layanan keuangan. Kebijakan perlindungan konsumen yang kuat akan
melindungi masyarakat dari praktik-praktik keuangan yang merugikan dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara
keseluruhan.

3. Inovasi dalam sektor keuangan memainkan peran penting dalam
menciptakan solusi keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan
adanya inovasi, layanan keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan
karakteristik unik masyarakat, termasuk di daerah pedesaan seperti
Kabupaten Sumedang. Inovasi juga dapat memperluas jangkauan layanan
keuangan dan mengurangi kesenjangan akses keuangan antara wilayah
perkotaan dan pedesaan.

Adopsi Financial Technology (Fintech) di Indonesia

Adopsi teknologi keuangan (fintech) telah menjadi sebuah tren global
yang memainkan peran krusial dalam meningkatkan akses terhadap layanan
keuangan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penelitian yang dilakukan
oleh Pulungan & Ndururu (2019) menyoroti bahwa adopsi fintech di Indonesia
mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda
dan penduduk perkotaan. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan global di
mana teknologi keuangan semakin menjadi pilihan utama dalam mendapatkan
layanan keuangan yang efisien dan praktis.
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Meskipun demikian, adopsi fintech di wilayah pedesaan, seperti
Kabupaten Sumedang, masih merupakan tantangan tersendiri. Wilayah
pedesaan seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses
internet yang dapat menghambat penggunaan fintech oleh masyarakat. Selain
itu, tingkat literasi digital yang bervariasi di kalangan penduduk pedesaan juga
dapat mempengaruhi tingkat adopsi fintech di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami
faktor-faktor apa yang memengaruhi adopsi fintech di wilayah pedesaan seperti
Kabupaten Sumedang. Dengan memahami hambatan dan peluang yang ada,
langkah-langkah strategis dapat dirancang untuk mempromosikan adopsi
tfintech yang lebih luas dan merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah
pedesaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi inklusi
keuangan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

METODOLOGI

Rancangan Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan kualitatif
dan kuantitatif untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi
peningkatan inklusi keuangan di masyarakat Kabupaten Sumedang. Sampel
penelitian terdiri dari dua kelompok, yaitu masyarakat yang memiliki akses
keuangan dan yang tidak memiliki akses keuangan. Pada tahap ini, alat ukur
yang digunakan meliputi survei, wawancara, dan analisis data statistik.

Skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat persepsi dan tingkat
pengetahuan masyarakat terkait literasi keuangan dan fintech, serta faktor-faktor
lain yang memengaruhi inklusi keuangan.Hasil survei dan wawancara dianalisis
secara statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel
tersebut dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi adopsi fintech di Kabupaten Sumedang.(Jonny &
Kriswanto, 2020) Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis literatur dan studi
komparatif tentang upaya pemerintah dan lembaga dalam meningkatkan inklusi
keuangan di daerah pedesaan, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi
dan program edukasi literasi keuangan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yakni
survei daring dan wawancara langsung dengan penduduk Kabupaten
Sumedang. Survei daring menggunakan kuesioner yang dirancang khusus
untuk mengukur tingkat literasi keuangan dan adopsi teknologi keuangan
(fintech) di masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk mengungkap pola
dan hubungan antar variabel yang diteliti.

Validasi data dilakukan dengan mengevaluasi hasil analisis statistik guna
memastikan adanya korelasi yang signifikan antara variabel yang dipelajari dan
tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang. Dari sini, dapat disimpulkan
apakah data yang terkumpul dapat dianggap valid atau tidak.
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Variabel Definisi Operasional Indikator Skala
Data
Jumlah Skala
: Tingkat akses masyarakat masyarakat | Likert (1-
Inklusi oL
Kabupaten Sumedang terhadap | yang memiliki 5)
Keuangan 1 q Juk k K
ayanan dan produk keuangan akses
yang adil dan layak. keuangan
Tingkat pemahaman Jumlah Skala
masyarakat Kabupaten masyarakat | Likert (1-
Sumedang tentang konsep yang memiliki 5)
Literasi keuangan, termasuk pemahaman
Keuangan pengelolaan keuangan, yang baik
penganggaran, tabungan, tentang
investasi, dan topik terkait keuangan
lainnya.
Jumlah Skala
lembaga Nominal
- keuangan 0/1
Aksesibilitas Ketersediaan dan aksesibilitas | yang ter%edia o)
lembaga serta layanan keuangan | di Kabupaten
di Kabupaten Sumedang,. Sumedang
Tingkat kesadaran masyarakat Jumlah Skala
Kabupaten Sumedang tentang masyarakat | Nominal
Kesadaran pentingnya per}gelolaan yang (0/1)
dan keuangan yang baik dan akses mengikuti
Pendidik terhadap layanan keuangan, program
endidikan A .
serta program dan inisiatif edukasi
edukasi yang disediakan untuk keuangan
meningkatkan literasi keuangan.
Tingkat biaya yang transparan | Biaya layanan Skala
Keterjangkau | dan terjangkau bagi masyarakat keuangan Nominal
an Kabupaten Sumedang terhadap yang 0/1)
layanan dan produk keuangan. dikenakan
Penggunaan teknologi finansial Jumlah Skala
(tekfin) sebagai solusi inovatif masyarakat | Nominal
Teknologi dan saluran alternatif untuk yang 0/1)
dan Inovasi | layanan keuangan, serta adopsi | menggunakan
fintech di wilayah pedesaan teknologi
seperti Kabupaten Sumedang. keuangan
Kebijakan pemerintah yang Jumlah Skala
Lingkungan mendukung kompetisi, kebijakan yang | Nominal
Regulasi dan melindungi konsumen, dan mendukung (0/1)
Kebijakan mendorong inovasi dalam inklusi
sektor keuangan. keuangan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan di
Kabupaten Sumedang. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk
mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat
Kabupaten Sumedang dalam mengakses layanan keuangan.

Hasil analisis menggunakan skala definisi operasional variabel dalam
penelitian ini menggambarkan bahwa inklusi keuangan di Kabupaten
Sumedang masih menghadapi tantangan yang signifikan. Data menunjukkan
bahwa tingkat akses keuangan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di
daerah pedesaan, mencapai 83,6% dan 68,5% secara berturut-turut. Fenomena ini
menyoroti perbedaan yang mencolok dalam aksesibilitas layanan keuangan
antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menunjukkan bahwa masih ada
tantangan dalam menyediakan akses keuangan yang merata di seluruh
Kabupaten Sumedang.

Dalam konteks ini, faktor-faktor pendukung inklusi keuangan, seperti
aksesibilitas, kesadaran dan pendidikan, keterjangkauan, serta teknologi dan
inovasi, memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan.
Aksesibilitas mencakup ketersediaan dan aksesibilitas lembaga serta layanan
keuangan di Kabupaten Sumedang, sementara kesadaran dan pendidikan
melibatkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pengelolaan keuangan yang baik dan akses terhadap layanan keuangan.
Keterjangkauan menjadi faktor krusial dalam memastikan layanan keuangan
dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, sementara teknologi dan inovasi
memberikan solusi baru dan alternatif untuk memperluas akses keuangan,
terutama di daerah yang masih terpinggirkan seperti daerah pedesaan. (Rahmi,
2019) Selain itu, faktor-faktor seperti regulasi yang mendukung inklusi
keuangan, infrastruktur yang memadai untuk menunjang layanan keuangan,
serta upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat
juga akan memberi kontribusi positif dalam meningkatkan inklusi keuangan di
Kabupaten Sumedang.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, dapat
dirancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan di
Kabupaten Sumedang. Dengan memperkuat aksesibilitas, meningkatkan
kesadaran dan pendidikan keuangan, memastikan keterjangkauan layanan
keuangan, serta mendorong adopsi teknologi dan inovasi inovasi (Anindyntha
et al, 2021), diharapkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang dapat
ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif pada
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan memberikan akses yang
lebih luas dan merata terhadap layanan keuangan yang diperlukan untuk
meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial mereka.

Berikut ini merupakan tabel Hasil Skala Definisi Operasional Variabel:

998



Formosa Journal of Sustainable Research (FIJSR)
Vol.3, No.5, 2024: 991-1002

Tabel 2. Hasil Skala Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala | Data
Tingkat akses Jumlah Skala 3.8
masyarakat masyarakat Likert (1-
Inklusi Kabupaten Sumedang | yang memiliki 5)
Keuangan terhadap layanan dan | akses keuangan
produk keuangan
yang adil dan layak.
Tingkat pemahaman Jumlah Skala 3.2
masyarakat masyarakat Likert (1-
Kabupaten Sumedang | yang memiliki 5)
tentang konsep pemahaman
Literasi keuangan, termasuk yang baik
pengelolaan tentang
Keuangan K K
euangan, euangan
penganggaran,
tabungan, investasi,
dan topik terkait
lainnya.
Ketersediaan dan Jumlah lembaga | Skala 1
aksesibilitas lembaga | keuangan yang | Nominal
Aksesibilitas serta layanan tersedia di (0/1)
keuangan di Kabupaten
Kabupaten Sumedang. Sumedang
Tingkat kesadaran Jumlah Skala 0.8
masyarakat masyarakat Nominal
Kabupaten Sumedang | yang mengikuti (0/1)
tentang pentingnya program
pengelolaan keuangan edukasi
Kesadaran dan | Y218 baik dan akses keuangan
Pendidikan terhadap layanan
keuangan, serta
program dan inisiatif
edukasi yang
disediakan untuk
meningkatkan literasi
keuangan.
Tingkat biaya yang Biaya layanan Skala 0.5
transparan dan keuangan yang | Nominal
terjangkau bagi dikenakan (0/1)
Keterjangkauan masyarakat
Kabupaten Sumedang
terhadap layanan dan
produk keuangan.
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Penggunaan teknologi Jumlah Skala 0.4
finansial (tekfin) masyarakat Nominal
sebagai solusi inovatif yang (0/1)
Tesloz dkm dan saluran alternatif menggunalfan
novasi untuk layanan . teknologi
keuangan, serta adopsi keuangan
fintech di wilayah
pedesaan seperti
Kabupaten Sumedang.
Kebijakan pemerintah Jumlah Skala 0.7
yang mendukung kebijakan yang | Nominal
Lingkungan | kompetisi, melindungi | mendukung (0/1)
Regulasi dan konsumen, dan inklusi
Kebijakan mendorong inovasi keuangan
dalam sektor
keuangan.

Hasil skala data yang disajikan dalam tabel di atas memberikan gambaran

tentang definisi operasional dan indikator untuk beberapa variabel yang relevan
dengan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang. Variabel yang dianalisis
mencakup Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Aksesibilitas, Kesadaran dan
Pendidikan, Keterjangkauan, Teknologi dan Inovasi, serta Lingkungan Regulasi
dan Kebijakan.

1. Inklusi Keuangan diukur dengan memperhatikan tingkat akses masyarakat
Kabupaten Sumedang terhadap layanan dan produk keuangan yang adil
dan layak. Penggunaan skala Likert (1-5) digunakan untuk menilai tingkat
akses keuangan, meskipun nilai rata-rata tidak disertakan dalam tabel.
Literasi Keuangan diukur dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman
masyarakat Kabupaten Sumedang tentang konsep keuangan, termasuk
pengelolaan keuangan, penganggaran, tabungan, investasi, dan topik terkait
lainnya.

. Variabel Aksesibilitas dievaluasi dengan mempertimbangkan ketersediaan
dan aksesibilitas lembaga serta layanan keuangan di Kabupaten Sumedang.
Penggunaan skala nominal (0/1) digunakan untuk menilai ketersediaan
lembaga keuangan, di mana nilai 1 menunjukkan ketersediaan lembaga
keuangan dan 0 menunjukkan sebaliknya.

. Kesadaran dan Pendidikan dinilai dengan memperhitungkan tingkat
kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang tentang pentingnya
pengelolaan keuangan yang baik dan akses terhadap layanan keuangan,
serta partisipasi dalam program dan inisiatif edukasi keuangan. Skala
nominal (0/1) digunakan untuk menilai tingkat kesadaran masyarakat
tentang keuangan.

. Keterjangkauan dievaluasi dengan mempertimbangkan tingkat biaya yang
transparan dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap
layanan dan produk keuangan. Skala nominal (0/1) digunakan untuk
menilai biaya layanan keuangan yang dikenakan.
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5. Teknologi dan Inovasi dievaluasi dengan memperhitungkan penggunaan
teknologi finansial (tekfin) sebagai solusi inovatif dan saluran alternatif
untuk layanan keuangan, serta adopsi fintech di wilayah pedesaan seperti
Kabupaten Sumedang. Skala nominal (0/1) digunakan untuk menilai
penggunaan teknologi keuangan.

6. Lingkungan Regulasi dan Kebijakan dinilai dengan mempertimbangkan
kebijakan pemerintah yang mendukung kompetisi, melindungi konsumen,
dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan. Skala nominal (0/1)
digunakan untuk menilai kebijakan yang mendukung inklusi keuangan.

Secara keseluruhan, skala data yang digunakan dalam penelitian ini
memadukan penggunaan Skala Likert (1-5) untuk Inklusi Keuangan dan Literasi
Keuangan, serta Skala Nominal (0/1) untuk variabel lainnya. Data yang
diperoleh dari survei dan wawancara langsung dengan penduduk Kabupaten
Sumedang digunakan untuk mengisi skala data ini. Dengan demikian,
penggunaan pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh untuk analisis
mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan di
Kabupaten Sumedang,.

KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang masih rendah, dengan tingkat
akses keuangan yang lebih tinggi di daerah perkotaan daripada daerah
pedesaan.
2. Aksesibilitas, kesadaran dan pendidikan, keterjangkauan, serta teknologi dan
inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan.
3. Literasi keuangan dan adopsi teknologi keuangan (fintech) memiliki peran
krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang.
Saran
Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengambil langkah-langkah
untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut. Pertama, langkah
penting adalah meningkatkan aksesibilitas lembaga serta layanan keuangan di
daerah pedesaan, sehingga masyarakat di wilayah tersebut juga dapat
mengakses layanan keuangan dengan mudah. Selanjutnya, program edukasi
keuangan harus diselenggarakan secara aktif untuk meningkatkan kesadaran
dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang
baik dan akses terhadap layanan keuangan. Selain itu, perlu ada upaya untuk
menekan biaya layanan keuangan guna meningkatkan keterjangkauan layanan
keuangan bagi masyarakat. Penggunaan teknologi finansial (tekfin) juga perlu
dipromosikan untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan di
wilayah pedesaan seperti Kabupaten Sumedang. Terakhir, lingkungan regulasi
dan kebijakan pemerintah harus mendukung kompetisi, melindungi konsumen,
dan mendorong inovasi dalam sektor keuangan untuk memperkuat inklusi
keuangan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu
meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Sumedang dan pada gilirannya
meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat secara keseluruhan.
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Meltarini

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan
penelitian lanjutan terkait topik Literasi Keuangan dan Financial Technology:
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Inklusi Keuangan pada
Masyarakat demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan
bagi pembaca.
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